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“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 

terjatuh, engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang” 

(Bung Karno) 

 

“Selalu ada yang pantas untuk diperjuangkan dan keyakinan yang kuat dapat menjawab 

semuanya.” 

(Noby Stilles Numberi) 

 

“Sukses tidak diukur dengan kekayaan. Sukses adalah ketika kita mendapatkan apa 

yang kita inginkan.” 

(nn) 

 

“Lakukanlah apa yang kita sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan datang dengan 

sendirinya” 

(nn) 

 

“Dalam situasi paling tidak berdaya sekalipun, manusia tetap punya satu senjata yaitu 

doa” 

(nn) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bekerja merupakan hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia dalam 

rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara 

Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Sehingga hak atas bekerja setiap orang wajib dijunjung tinggi dan dihormati 

(Undang-Undang Dasar 1945). 

Pada kenyataannya, keterbatasan akan peluang kerja di dalam negeri 

menyebabkan masih banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan di 

negeri lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu iming-iming gaji 

yang tinggi menyebabkan tawaran pekerjaan sebagai TKI tak pernah surut 

peminat. Namun jalan ini nyatanya penuh dengan lubang penindasan, pemerasan, 

penipuan bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum 

tertentu seperti agen maupun pengguna jasa yang tidak pernah disadari oleh para 

TKI. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah TKI di luar negeri hingga September 2017 

mencapai 181.740 orang yang tersebar di 25 negara. Dimana  49%  TKI di luar 

negeri bekerja di sektor informal. Sedangkan jika dilihat dari jumlah pengaduan 

di crisis center terdapat 3.216 orang TKI yang bermasalah (bnp2tki.go.id). 
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Permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di luar negeri cukup beragam 

mulai dari kasus hukum atau kriminal, over stay, dan lain sebagainya. Bahkan 

banyaknya TKI bermasalah tidak hanya dikarenakan permasalahan di negara 

tujuan   saja.   Namun   banyak   TKI   yang   bermasalah   sejak   mulai   dari 

pemberangkatan seperti pemalsuan dokumen dan perekrekrutan calon TKI yang 

ilegal. 

Bagi negara, TKI merupakan salah satu aset negara. Penyaluran TKI ke 

luar negeri mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional melalui 

dana remitansi. Seperti yang disampaikan Direktur Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker R. Soes Hindharno bahwa remitansi TKI 

tidak bisa dianggap remeh karena setidaknya telah menyumbang 10 % dari APBN 

(m.republika.co.id, 27 Januari 2017).  

Keputusan pemerintah untuk menyalurkan TKI ke luar negeri ini juga 

dapat mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri sendiri. Sehingga sudah 

semestinya jika para TKI mendapatkan pelayanan penempatan yang baik yaitu 

murah, cepat, aman dan tidak berbelit-belit. Namun terkadang kebijakan 

pemerintah justru cenderung mempersulit TKI sehingga tidak heran jika banyak 

hadirnya TKI ilegal. Padahal para TKI non prosedural ini lebih rentan mengalami 

permasalahan-permasalahan dari pada TKI prosedural (legal). 

Dewasa ini, kasus TKI ilegal makin marak terjadi. Dilansir dari 

liputan6.com 17 Mei 2017 lalu, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Maryoto 

Sumadi menyebutkan bahwa dari bulan Januari hingga Mei 2017 terdapat 4.001 

calon TKI ilegal yang telah digagalkan. Sekitar 3.000 digagalkan dalam 



 

 

 

 

3 

  

 

permohonan paspor dan selebihnya diditolak saat melintas (liputan6.com, 18 Mei 

2017). Sedangkan berdasarkan data TKI bermasalah di luar negeri bulan Januari 

hingga  September  2017  dari  BNP2TKI  sebanyak  45  orang  merupakan  TKI 

dengan proses rekruitmen ilegal dan 17 orang melakukan pemalsuan dokumen 

seperti KTP, ijazah, umur, dan izin orang tua (bnp2tki.go.id). 

Rendahnya soft skill dari setiap TKI yang bekerja di luar negeri juga dapat 

menimbulkan permasalahan bagi TKI itu sendiri seperti gaji tidak dibayar, 

penganiayaan, dan pembunuhan. Hal itu nampak dalam kurun waktu antara 

Januari hingga September 2017, dimana tercatat sebanyak 287 TKI dengan gaji 

tidak dibayar dan 153 TKI meninggal karena berbagai penyebab (bnp2tki.go.id). 

Permasalahan TKI  tidak berhenti saat proses pemberangkatan dan saat 

bekerja di luar negeri, tetapi juga saat mereka pulang ke tanah air. Permasalahan 

TKI yang urgen lainnya yaitu seperti penggunaan remitansi untuk menjamin 

keberlanjutan hidup dirinya dan keluarganya di kampung. Hampir semua TKI 

yang sedang bekerja di luar negeri, bermimpi memiliki rumah dan tabungan. 

Dana lelah mereka selama bekerja seharusnya dapat dijadikan sebagai modal 

usaha produktif dan jaminan kesinambungan kehidupan mereka di kampung. 

Namun mimpi tersebut terkadang hanya tinggal mimpi belaka. Gaji yang dikirim 

ke kampung cenderung hanya digunakan untuk pembelian barang yang sifatnya 

konsumtif dan bagi-bagi untuk sanak saudara. Bahkan bagi TKI yang sudah 

berkeluarga terkadang saat kembali ke tanah air sering menjumpai pasangannya 

berselingkuh dengan orang lain dan anak tidak memperoleh pembinaan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan usianya. Alhasil gaji selama menjadi 
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TKI pun tidak lagi menjadi sebuah berkah bagi mereka, melainkan momok dalam 

perdebatan dalam keluarga atau rumah tangga yang berujung pada 

ketidakharmonisan keluarga hingga kasus perceraian dengan pasangannya. 

Di Indonesia kasus perceraian TKI masih cukup tinggi misalkan saja di 

Malang yang merupakan kota kedua setelah Indramayu dengan angka perceraian 

yang tinggi. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

menunjukan bahwa tingginya angka perceraian didominasi oleh   TKW di luar 

negeri dengan  berbagai  faktor  kasus  perceraian  (Suarabmi.com,  10  Oktober 

2017). Di Banyuwangi dengan angka perceraian TKI juga cukup tinggi. 

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Banyuwangi Alam Suderajad   12 Oktober 2017 lalu bahwa hingga 

September 2017 dari 3.000 buruh migran perempuan asal Banyuwangi yang 

berada di luar negeri, sekitar 30% diantaranya menceraikan suami setelah 

mendapatkan pekerjaan (kbr.id, 12 Oktober 2017). 

Munculnya kasus keretakan rumah tangga TKI menunjukan bahwa begitu 

kompleksnya permasalahan yang dihadapi TKI. Masalah perceraian cenderung 

menciptakan beberapa masalah sosial baru seperti kesejahteraan keluarga. Hal ini 

mengingat bahwa sering kali perceraian TKI yang terjadi berkaitan dengan adanya 

kegagalan keluarga TKI dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Pelaksanaan 

fungsi keluarga dalam aspek ekonomi dengan menjadi TKI justru mengakibatkan 

terabaikannya fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan, pendidikan, 

cinta kasih, sosial budaya, dan lain sebagainya. 
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Kegagalan keluarga TKI dalam menjalankan fungsi keluarga yang 

berujung pada perceraian menunjukan bahwa ketahanan keluarga TKI masih 

lemah. Padahal ketahanan keluarga sangat penting dalam pembangunan keluarga 

agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang 

sejahtera.  Peran ayah  dan  ibu  yang setara untuk  melindungi  dan  memenuhi 

kebutuhan di dalam keluarga juga merupakan bagian yang sangat penting sebagai 

landasan ketahanan keluarga, sehingga perlu adanya suatu strategi atau upaya 

untuk memperkuat ketahanan keluarga TKI dalam rangka meminimalisir 

masalah-masalah yang dapat menimpa keluarga TKI baik dari pemerintah 

maupun masyarakat. 

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 06 Tahun 2013 pasal 3 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 

disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, 

lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

bertugas menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan 

teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang 

didalamnya mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, 

ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat b disebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan masyarakat dan 

dunia usaha (Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan 

Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga). 
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Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan ketahanan 

dan kesejahteraan bagi TKI dan keluarganya. Salah satunya yaitu melalui bina 

keluarga TKI yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia pasal 1, dimana 

dijelaskan bahwa bina keluarga TKI merupakan upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga 

keharmonisan dan melindungi anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia untuk 

mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu stakeholder yang 

memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap TKI 

juga melakukan upaya dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan TKI dan 

keluarganya melalui Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Program 

kementrian yang diluncurkan sejak sejak 2016 ini baru dilaksanakan dibeberapa 

daerah yang menjadi kantong-kantong TKI. Salah satu lokasi pelaksanaan 

program ini yaitu Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten 

Wonosobo. 

Pemerintah Desa Kuripan melalui Program Desmigraf (Desa Migran 

Produktif) yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia dan Migrant Care sejak 30 Desember 2016 berupaya meminimalisir 

masalah-masalah yang dihadapi TKI yang berasal dari Desa Kuripan. Program ini 

merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para stakeholder lainnya dalam 

upaya memperbaiki nasib para TKI dan keluarganya yang berasal dari Desa 
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Kuripan. Berbagai pelayanan disediakan di dalamnya untuk calon TKI, TKI, Eks- 

TKI, atau keluarga TKI (beritasatu.com, 30 Desember 2016). Pelaksanaan 

program Desmigratif ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat 

khususnya para penerima layanan. Oleh karena itu kedepannya diharapkan 

program Desmigratif benar-benar mampu mengubah pola pikir warga dalam 

memilih upaya untuk memperbaiki kehidupannya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang strategi 

pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan, Kecamatan 

Watumalang, Kabupaten Wonosobo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

1. Bagaimana strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa 

Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam strategi pelaksanaan program 

Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang 

Kabupaten Wonosobo? 

3.  Apa yang menjadi faktor penghambat dalam strategi pelaksanaan 

program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang 

Kabupaten Wonosobo? 
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

Ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu:  

a. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan program Desa Migran 

Produktif (Desmigratif). 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung strategi pelaksanaan 

program Desmigratif. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat strategi pelaksanaan 

program Desmigratif. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat Akademik 

Manambah wawasan atau pengetahuan penulis dan 

mahasiswa pada umumnya terkait strategi-strategi strategi 

pelaksanaan program desa migran produktif. 

b. Manfaat Praktis 

Menjadi referensi bagi Pemerintah Desa Kuripan dan tim 

pelaksana Desmigratif untuk mengevaluasi strategi pelaksanaan 

Program Desa Migran Produktif. 

 

D. Kerangka Teori 

Neuman dalam Bambang Rustanto (2015:34) mengemukakan bahwa 

teori merupakan seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi 

untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar 
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bercerai.html, diakses diakses 18 Juni 2017 pukul 15:00 WIB. 

http://www.bnp2tki.go.id/red/12746/data-penempatan-dan-perlindungan-TKI-periode-1- 

januari-s.d-30-september-2017.html, diakses 16 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB. 

http://m.kbr.id/berita/102017/disnaker-banyuwangi-larang-tki-gugat-cerai-suami- 

selama-kerja-di-In/92902.html, diakses 18 Oktober 2017 pukul 18:39 WIB 

http://www.suarabmi.com/2017/10/angka-perceraian-di-malang-menduduki.html, 

diakses 18 Oktober 2017 pukul 18:41 WIB. 

http://www.ksp.go.id/pemerintah-siapkan-program-desa-migran-produktif, diakses 25 

Oktober 2017 pukul 18.00 WIB. 

http://m.repulika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/27/okf676396-remitasi-tki-lebih- 



 

 

besar-dari-tax-amesty, diakses 2 November 2017 pukul 10:18 WIB. 

http://migrantcare.net/desbumi-dan-desmigratif-bersinergi-di-desa-kuripan/, diakses 2 

November 2017 pukul 22:38 WIB 

 


